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 BERITA  DAERAH 
KOTA BEKASI 

 
NOMOR : 102                             2019                                  SERI : A                                                                                               

                                  

PERATURAN WALI KOTA BEKASI 
                  NOMOR 102  TAHUN  2019   2013       
 

                                                   TENTANG 
 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2018   

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BEKASI, 
 

Menimbang     :   bahwa  untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan 
Daerah Kota  Bekasi  Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018  yang ditetapkan dengan Peraturan 
Wali Kota. 

 

Mengingat       :  1.  Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang  
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 

3. Undang-Undang  Nomor  28 Tahun  1999  tentang  
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang  
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang  
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang  Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5049); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5679); 
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11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang   
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan  Pemerintah Nomor 23  Tahun  2005 tentang  
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5340); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang   
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang    
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 8  Tahun  2006  tentang         
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 
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17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun  2007  tentang   
Pengelolaan Uang Negara/Daerah   (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan 
kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6177); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

20. Peraturan Pemerintah   Nomor  71 Tahun 2010  tentang         
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

21. Peraturan Pemerintah  Nomor  2  Tahun 2012 tentang        
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

22. Peraturan Pemerintah  Nomor 27  Tahun 2014 tentang        
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5533); 

23. Peraturan Pemerintah  Nomor 12  Tahun  2017   
tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

24. Peraturan Pemerintah  Nomor 17  Tahun  2018   tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6206);  



5 
 

 

 

25. Peraturan Pemerintah  Nomor 18  Tahun  2017   tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

26. Peraturan Pemerintah  Nomor 33  Tahun 2018 tentang        
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai 
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224); 

27. Peraturan  Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang         
Pinjaman Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 248, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);  

28. Peraturan Pemerintah  Nomor 12  Tahun  2019  tentang  
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6322); 

29. Peraturan  Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang         
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6323);  

30. Peraturan Presiden   Nomor 16  Tahun  2018   tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

31. Peraturan Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 13  Tahun  
2006   tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun  2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

32. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri  Nomor  55  Tahun  
2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 
Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
Serta Penyampaiannya; 
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33. Peraturan   Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  32   Tahun    
2011  tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 
Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah  diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan  Menteri 
Dalam  Negeri Nomor 123 Tahun 2018  tentang 
Perubahan Keempat Atas Peraturan  Menteri Dalam  
Negeri Nomor 32 Tahun 2011  tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 15); 

34. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor    64   Tahun  
2013  tentang Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 
1425); 

35. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri   Nomor    19   Tahun  
2016  tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

36. Peraturan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  11   Tahun  
2017  tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Petanggungjawaban Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang 
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450); 

37. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor   33    
Tahun  2017  tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
825) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 
1952);  
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38. Peraturan  Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  36   Tahun  
2018  tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 
Keuangan Partai Politik  (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);  

39. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri Nomor 79 Tahun  
2018  tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);  

40. Peraturan Daerah Kota Bekasi  Nomor   04  Tahun  
2007  tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 
Nomor 4  Seri A) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan  Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015  
tentang Perubahan  Atas Peraturan  Daerah Kota Bekasi 
Nomor 04 Tahun 2007  tentang Pokok-Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A); 

41. Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  06  Tahun   
2016  tentang  Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Daerah Kota Bekasi  (Lembaran Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2016  Nomor  6  Seri E); 

42. Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  03  Tahun   
2017 tentang  Hak Keuangan dan Administratif 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 
2017  Nomor  61  Seri E); 

 
43. Peraturan  Daerah  Kota  Bekasi  Nomor  16  Tahun   

2017 tentang  Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018  (Lembaran Daerah Kota 
Bekasi Tahun 2017  Nomor  16  Seri A); 

44. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 11 Tahun 2019 
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor  11     
Seri A). 

  
 



8 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN 
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018.  

 

Pasal  1 
 

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 terdiri atas :  

a. Pendapatan   

 1. Pendapatan Asli Daerah  Rp 2.001.150.459.494,21   

 2.  Dana Perimbangan  Rp 1.653.956.944.914,00   

 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang 
Sah 

 Rp 1.180.872.852.766,00   

    ----------------------------------(+) 
  Jumlah Pendapatan  Rp 4.835.980.257.174,21   

     
      

b. Belanja   

 1. Belanja Tidak Langsung   
  a) Belanja Pegawai  Rp 1.918.768.585.973,00   

  b) Belanja Bunga 
Belanja Subsidi 

 Rp               8.374.400,00 
 Rp           394.631.518,00 

 

  d) Belanja Hibah  Rp      68.503.996.486,00   

  e) Belanja Bant. Sosial  Rp      72.251.400.000,00   
  f) Belanja Bant. Keu      Rp        1.305.838.500,00   

  g) Belanja Tdk Terduga  Rp           870.417.779,00   

    ----------------------------------(+) 
  Belanja Tidak Langsung  Rp 2.062.103.244.656,00 

  
 

 

 2. Belanja Langsung   

  a) Belanja Pegawai  Rp    327.218.562.794,00   
  b) Belanja Barang & Jasa  Rp 1.832.330.307.166,17   
  c) Belanja Modal  Rp    780.096.411.797,97   

    ----------------------------------(+) 
  Belanja Langsung  Rp 2.939.645.281.758,14   

 
 

  Jumlah Belanja  Rp 5.001.748.526.414,14   
    ----------------------------------(+) 
  Surplus/(Defisit) ( a-b )  Rp   (165.768.269.239,93)  



9 
 

 

Pasal  2 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal  3 
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1  
dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran 
sebagaimana dimaksud Lampiran II Peraturan Wali Kota ini. 
 

Pasal  4 
Lampiran  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan 
bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Wali Kota ini.  
 

Pasal  5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 
 

                                                      Ditetapkan di Bekasi 
                                                     pada tanggal 29 Agustus 2019 

19 September 2014           

   WALI KOTA BEKASI,   
                    Ttd/Cap 

 

    RAHMAT EFFENDI 
Diundangkan di Bekasi 
pada tanggal 29 Agustus 2019 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 
 
                     Ttd/Cap 
                    
 
               RENY HENDRAWATI 
 
BERITA DAERAH KOTA BEKASI  TAHUN  2019  NOMOR  102 SERI  A  
 

c. Pembiayaan   

 1. Penerimaan  Rp   306.532.367.874,93   
 2. Pengeluaran  Rp    (41.368.581.250,00)   

    ----------------------------------(+) 
 Jumlah Pembiayaan Netto  Rp   265.163.786.624,93   
    ----------------------------------(+) 
 Sisa lebih pembiayaan anggaran     Rp     99.395.517.385,00   
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